
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

I 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN DEMAK 

NOMOR 5 TAHUN 2006 

TEN TANG 

PAJAK HIBURAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DEMAK, 

Menimbgng : a. bahwa berdasarkan U ndang-undang Norn or 18 Tah un 1997 
te ntang Pajak Daerah dan Retribusi Dae rah telah ditetapka n 
Peraturan Oaerah Kabupaten Daerah Tingkal II Oemak 
Nomor 1 Tahun 1998 ten tang Pajak Hiburan ; 

Meng ingat 

b . bHhwa dengan d iterbi tkannya Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perub ah an Atas Undang -Undang Nomor 
18 Tahun 1997 tentang Pajak Dae rah dan Retribusi Daerah 
jo . Peraturan Pem erintah Nomor 65 Tahun 2001 ten tang 
Pajak Daerah sekaligus dalam upaya meningkatkan 
Pendapatan Asli Oaerah khususnya dari sektor pajak hibu ra:· 
maka atas persetu juan bersam a antara DPRD dan Bupati , 
Peraturan Daerah Kabupaten Dali II Demak Nomor 1 Tahu:-: 
1998 tentang Pajak Hiburan , diubah dengan Peratu ran 
Daerah Kabupa ten Demak Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Perubr.1han Atas Pera tu ran Daerall Kabupaten Dati II Oemak 
Nomor 1 tahun 1998 tentang Pajak Hibu ran ; 

c. bahwa sesuc i dengan perkembangan dan dinamika serta 
memenuhi rz ,a kead ilan masyarakat, seh ingga Peraturan 
Daerah l<ab1 paten Demak Nomor 9 Tahun 2005 , perl u 
d icabu t dan d1ganti dengan Peraturan Oaerah yang baru ; 

d . bahwa un tuk maksud tersebut huruf a, b dan c , periu 
mengatur dan menetapkan kem bali Peraturan Daerall 
Kabupaten Demak tentang Pajak Hiburan . 

: 1. Undang-und ang Nomor 13 Tahun 1950 te ntang Pembentukan 
Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah ( Seri ta Negara Republ ik Indones ia Tah un -, 950 
Nomor 42) ; 



2. Undang-undang Nomor 8 Tahu n 1981 tentang Hukum Aca ra 
P!dana (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tah un 1981 
Nomor 76. Tambaha n Lembaran Negara Republi k Indonesia 

Nornor 3209) ; 

3. Undang-undang Nomor 17 Tah un 1997 tentang Badan 
Penye lesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Repub li k 
Indonesia Repub lik Indones ia Repub li k Indonesia Tahun 
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Repub lik 
Indonesia Nomor 3684) : 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Repub lik Indones ia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik 1,,donesia Nomor 3685) sebagaimana te lah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu n 2000 Nomor 246. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4048) ; 

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Nega_ra Republik 
Indonesia Tah un 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ; 

6. Undang-undanr Nomor 10 Tahu n 2004 tentang Pembentu kan 
Pe raturan Perl ndang-undangan (Lembaran Negara Repub li k 
Indones ia Ta., un 2004 Nomor 53 . Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indones ia Nomor 4389) ; 

7. Undang-µndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undnng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41\93) 
yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 te ntang Perimbanga, 
Keuangan Antara r emerintah Pusat dan Pemerintahar. 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20\)1

'. 

Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Repub: i;-; 
Indonesia Nomor 4438) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Pe rluasan Kotamad ia Oaerah T ingkat 11 Semc1 rang 
(l.embaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 1976 Non1or 
25 . Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079) ; 
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7 . Peratu ran Pem1 rir. tah Nomor 65 Tahu n 2001 tentang Pajak 
Dae rah (Lemba· an Negara Repub li k Indonesia Ta hun 2001 
Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia 
Nomor 4138); 

8. Peratu ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keua ngan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran 
Negara Repub lik Indonesia Nomor 4 578) ; 

9. Peraturan Pemeri ntah Nomor 79 Tahu n 2005 ten tang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones ia Nomor 4593); 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahu n 1997 
tentang Pedomam Tatacara Pemungutan Pajak Daerah ; 

10. Keputusan Mente ri Da lam Negeri Nomor 171 Tah un 1997 
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang 
Paj ak Daerah dan Retribus i Daerah ; 

11. Keputusa n rv1enteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 
tentang Tatacara Pemeriksaan d i Bidang Pajak Daerah : 

12. Peratu ran Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahu n 2002 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sip il di Lingkungan 
Pemeri ntah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah 
Kabupaten Demak Tahu n 2002 Nomor 33); 

Dengan perset ujuan be rsama 

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMA K 
Dan 

Menetapkan 

BUPATI DEMAK 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH T ENTANG PAJAK HIBURAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Oa lam Pera tura n Daerah in i yang dimaksud dengan: 

1 . Daerah ada lah Kabupaten Demak ; 
2. Pemerintah Dae rah adalah Bupati dan perangkat daer,•:. 

sebaga i unsur penye lenggara pernerintahan daerah ; 
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3. Kepala Oaerah adalah Supati Demak ; 
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

Perpajakan Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan 
yang berfaku ; 

5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Demak ; 
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut 

ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melakukan 
kewajiban perµajakan ; 

7. Bad an adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Pers,eroan 
Terbatas , Perseroar. Komanditer , Perseroan fa innya, Sadan 
Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan da lam 
bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, 
Koperasi , Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga 
Dana Pensiun , bentuk usaha tetap serta bentuk badan 
uasaha lainnya ; 

8. Hiburan ada lah semua jen is pertunjukan, perma inan dan atau 
keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton 
atau din ikmati oleh setiap orang dengan atau tanpa dipungut 
bayaran ; 

8. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau Sadan 
hukum yang bertindak untuk atas namanya sendiri atau untuk 
dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya 
menyelenggarakan sesuatu hiburan ; 

1 0. Pembayaran ada lah jumlah yang d iterima atau seharusnya 
diterin1a sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa 
sebagai pembayaran kepada penyefenggara hiburan ; 

11. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang 
n1enghadiri sesuatu hiburan untuk melihat atau mendengar 
atau menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang 
disediakan oleh penye lenggara, karyawan, artis (paro. 
pema in) dan petugas yang menghad ir i untuk rne lakukan 
tugas pengawasan ; 

12. Tanda masuk ada lah sesuatu tanda atau alat yang sah 
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat 
dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau menil<mati 
hiburan ; 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPO adalah surat yang digunakan oleh Wajib 
Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak 
Hiburan yang terutang menurut Peratu ra n Perundang­
undangan Perpajakan Daerah ; 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya 
jumlah pajak yang terutang ; 

15. Surat Ketetapan Pajal< Daerah Kurang Sayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKS adalah Surat Keputusan yang 
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah 
kredit paj ak, j umlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administrasi dan jumlah ya ng mas ih harus 
dibayar ; 

·/6. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan 
yang selanjutnya disingkat SKPDKST adalah surat keputusan 
yang mene11tukan tambahan atas jumlah pajak yang 
ditetapkan : 
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17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB adalah surat Keputusan yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit 
pajak lebih besar dari pajak ya ng leruta ng atau tidak 
seharusnya terutang : 

18. Sur3t Ketetapan Pajak Daerah Nihi l yang selanjutnya 
dis:ngkat SKPDN, ada lah Surat Keputusan yang menentukan 
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit 
pajak. atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
pajaknya ; 

19 Surat Tagihan Pajak Daerah yang se lanjutnya disingka t 
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau 
sariksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

Pasal 2 

( 1) Dc ngan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap 
penyelenggaraan hiburan. 

(2) Obyek Pajak Hiburan adalah setiap penyelenggaraan 
hiburan yang dipungut bayaran atau bersifat dan bertujuan 
untuk komersiil . 

(3) Hiburan sebagaim an a dimaksud pada ayat (2) antara lain 
meliputi : 

a . bioskop/pertunjukan film/layar ta neap ; 
b. pertunjukan kesenian , kesenian modern / trad isional 

( ketop rak, wayang kulit dsb ) penyelenggaraan pasar 
malam, pameran, sirkus dan sejenisnya ; 

c. page laran musik 
d. persewaan I rental hiburan dan sound sytem; 
e. pe rtand ingan olah raga ; 
f. permainan ·(etangkasan dan sejenisnya ; 
g. usaha temr at- tempat wisata. rekreas i dan sejenisnya ; 
h. usaha tem1.at olah raga , kebugaran dan sejenisnya ; 
i. kegiatan-kt.giatan lain yang memenuhi kriteria sebago i 

hiburan . 

(4 ) Khusus untuk penyelenggaraan usaha perma inan olah rag u 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati . 

Pasal 3 

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Sadan yang 
menonton dan atau men ikmati h iburan. 

(2 ) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan yang 
menyelenggarakan hiburan. 

BAB Ill 
P ERIJI NAN 

Pasal 4 

(1) Setiap penyelenggaraan hiburan dalam Wilaya h Daerah 
harus mendapat iji n tertul is dari Bupati . 
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(2) Untuk memperoleh iji n sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Penyelenggara hiburan harus mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada Bupati. 

(3) ljin sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat dipindah 
tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari 

Bupati . 

(4) Persyaratan dan tatacara pengajuan permohonan ij in 
penyelenggaraan hiburan ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 5 

(1) Permohonan ij; .1 penye lenggaraan hiburan harus diajukan 
selambat- lamb;•, tnya 14 (empat be las) hari kerja sebe lurn 
tanggal dimulai atau diselenggarakannya suatu hiburan. 

(2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 1n1 
dapat ditolak oleh Bupati apab il a : 

(1) 

a. Pemohon atau kuasanya masih 
pungutan lainnya berdasarkan 
undangan Perpaj akan Daerah ; 

menunggak pajak dan 
Peratu ran Perundang-

b. Permohonan ij in diajukan terlambat dari jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasat in i ; 

c. Pe rmohonan ij in tidak memenuhi persyaratan yang 
ditentukan. 

Pasal 6 

lj in penyelenggaraan hiburan hanya 
pengusaha hiburan atau kegiatan pada 
suatu tempat. 

d iberikan kepada 
suatu lokasi atau 

(2) ljin penyelenggaraan hiburan ber laku untuk j angka waktu 
yang dibatasi. 

(3) U:ituk kepentingan pengawasan dan pengendalian terhadap 
penyelenggaraan hiburan lebih dari 1 (satu) tahun harus 
didaftar ulang. 

(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut ij :. 
dan atau menghentikan penyelenggaraan hiburan ya:.r.; 
sedang berlangsung apabila : 

a. penyelenggara hiburan 
pe[pajakan sebaga imana 
1 n I . • 

t idak memenuhi kewajiban 
diatur da lam Peraturan Daerah 

b. penye lenggara hiburan t idak atau kurang membayar pajak 
hiburan yang terutang ; 

c . penyelenggaraan hiburan tanpa ij in tertulis dad Kepala 
Daerah a!au Pejabat yang ditunjuk ; 
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e. berdasarkan kesimpulan Pemerintah Kabupaten Demak 
sebagai t indak lanjut laporan/pengaduan masyarakat, 
:,iburan dianggap mengganggu ketenangan , ketentraman 
dan ketertiban masyarakat. 

(5, Terhadap penyelenggaraan hiburan tanpa ijin tertulis dari 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud 
ayat (4) huruf c Pasal ini, pajaknya ditetapkan secara jabatan 
ditambah dengan tambahan 100% (seratus persen) dari 
jumlah pajak terutang, dan penyelenggaraan hiburan dapat 

(1) 

dihentikan. 

Pasal 7 

Pengadaan karcis tanda masuk untuk 
yang bersifat insidentil dapat 
penyelenggaraan atas 111n Bupati atau 
ditunjuk . · 

jenis-jenis hiburan 
dilakukan oteh 

pejabat lain yang 

(2) Bentuk, ukuran, warna dan persyaratan teknis tanda masuk 
ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk . 

(3) Semua tanda masuk hiburan sebelum diperg.unakan harus 
dibubuhi tanda cap , porporasi atau tanda pengesahan 
lainnya oleh Dinas Pendapatan Daerah . 

Pasal 8 

(1) Bupati berwenang menetapkan klasemen b ioskop. 

(2) Persyaratan dan tatacara penetapan k lasemen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pasal in_i d itetapkan oleh Bupati . 

Pasa l 9 

(1) Bupati berwenang menetapkan Harga Tanda Masuk .(HTM) 
untuk masing-masing klasemen bioskop. 

(2) Tatacara perhitungan dan besarnya Harga Tanda Masuk 
(HTM) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan 
oleh Bupati. 

BAB IV 
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK 

Pasal 10 

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang 
seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati h iburan. 

Pasal 11 

Oesarnya tarif pajak dengan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 
10 untuk setiap jenis hiburan adalah ditetapkan sebagai berik: . : 
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a. Untuk jenis Pertunjukan dan kerarnaian urnurn yang 
rnenggunakan sarana film ditetapkan pajak sebesar 10 % ( 
sepuluh persen ) dari jurnlah pernbayaran ; 

b. Untuk pertunjukan kesenian, kesenian tradisional ( ketoprak, 
wayang ku!it dsb ), sirkus, pameran seni , pameran busana 
dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) 

dari pernbayaran ; 
c. Untuk penyelenggaraan pasar malarn ditetapkan sebesar 20 

% ( dua puluh persen ) dari pembayaran ; 
d. Untuk pagelaran musik ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh 

persen) dari pembayaran ; 
e. Untuk penyelenggaraan persewaan / rental hiburan ( VCD, 

LCD, DVD dll ) ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ) 

dari pernbayaran ; 
f. Usaha tempat permainan olah raga ditetapkan sebesar 20 °/o 

( dua puluh persen ) ; 
g. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan 

sebagai berikut : 
a. Gol.ongan A ( Grass Track, Race I ba lapan dsb ) 30 % ( 

tiga puluh persen ) dari pernbayaran : 
b. Golongan B ( play station, ding dong dsb ) 15 °/_., ( lima 

belas persen ) dari pembayaran . 
h. Pertandingan olah raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 

·10 % ( sepuluh persen ) dari pembayaran : 
1. Untuk usaha bidang pariwisata, tempat rekreasi dan 

sejenisnya ditetapkan sebasar 10 % ( sepuluh persen ) dari 
pernbayran ; 

J. Untuk pusat kebugaran ( fitnnes centre ), salon kecantikan 
dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 % ( lima bela,. 
persen ) dari pembayaran . 

BAB V 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK 
Pasal 12 

(1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Oaerah tempat 
hiburan diselenggarakan. 

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarip pajak sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 11 dengan 
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10. 

BAB VI 
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN 

SURAT PEMB':RITAHUAN PAJAK DAERAH 
Pasal 13 

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan 

takwirn. 
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Pasal 14 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat 
penyelenggaraan hiburan. 

Pasal 15 

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi 
dengan jelas , benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh 
Wajib Pajak atau kuasanya. 

' 
(3) SPTPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan ke[ada Bupati selambat-lambatnya 15 
belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. 

harus 
(lima 

(4) Bentuk, isi dan tatacara pengis ian SPTPD ditetapkan oleh 
Bupati. 

BAB VII 
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAI:( 

Pasal 16 

(1) Berdasarkan E' PTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (1) Bu_oati menetapkan Pajak Terutang dengan 
menerbitkan f .',<PD. 

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
atau kurang dibayar sete lah lewat waktu pa ling lama atau 
kurang 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen} 
sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPO. 

Pasal 17 

('i ) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPO sebagairnan~. 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1 ), digunakan untuk 
menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang . . 

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya 
pajak, Bupati dapat menerbitkan : 

a. SKPDKB; 
b. SKPOKBT; 
c. SKPDN. 

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
diterbitkan : '. 

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau l<eferangan 
lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, 
dikenakan sanksi administrasi be rupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; 
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b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 
yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, 
dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung 
sejak saat 1arhutangnya pajak ; 

c. apabila ke·vajiban mengisi SPTPD t idak dipenuhi , pajak , r 
terutang dihitung secara jabatan , dan dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh 
lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
dihitung dari paj ak yang kurang atau terlambat dibayar 
untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak. 

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ' huruf b 
diterb.itkan apabila ditemukan data baru atau data yang 
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 
jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 100°/o (seratus persen) 
dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 
terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(6) Apabila kewajiban membayar paj ak terutang dalam SKPDKB 
dan SKPDKBT sebaga imana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka 
waktu yang telah diten~ukan, ditagih dengan menerbitkan 
STPD ditambah dengan sanksi admin istrasi berupa bunga 
2% (dua persen) sebulan. 

(7) Penambahan umlah pajak yang terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak 
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tinda kan pemeriksaan. 

B A B VIII 
TATACARA PEMBAYARAN 

Pasal 18 

( 1) Pembayaran pajak dilakukan d i Kas Daerah atau tempat lain 
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu y2,·- -
ditentukan dalam SPTPD. SKPD , SKPDKB, SKPDKBT 
STPD. 

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang 
ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas 
Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu 
yang ditentukan oleh Bupati. 
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Pernbayaran pajak sebaga imana dimaksud pada ayat (1) dan 
(2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 

(SSPD). 

Pasal 19 

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak 
untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu 
tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut 
der,gan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak 
untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang 
ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan 
dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari 
j umlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda 
pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran dan 
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) , 
ditetapkan oleh Bupati . 

Pasal 20 

( 1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat 
dalam buku penerimaan. 

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku 
penerirnaan pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
ditetapkan oleh Bupati . 

BAB IX 
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 21 

(1) .Surat teguran atau surat peringatan a tau surat lain yang 
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, 
Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. 

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dikeluarkan oleh 
Pejabat. 
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Pasal 22 

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi 
dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat 
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, 
jumlah pajak yang harus dibayar ditag ih dengan surat paksa. 

(2) Pejabat menerbitkan su rat paksa segera setelah lewat 21 
(dua puluh satu) hari sejak tangga l surat teguran atau surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis. 

Pasal 23 

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal ·pemberitahuabn surat paksa, 
Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan 
penyitaan . 

Pasal24 

Setelah dilakukan penyitaan dan Waj ib Pajak belum juga 
me!unasi utang pajaknya, setelah lewat 1 O (sepuluh) hari sejak 
tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan , 
Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan 
kepada Ka·ntor Lelang Negara. 

Pasal 25 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan 
tempat pelaksanaan lelang, Juru sita memberitahukan dengan 
segera secara tertu lis kep ada Wajib Pajak . . 

Pasal 26 

Bentuk, jenis dan 1s1 formu lir yang dipergunakan 
pe laksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati . 

BAB X 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 27 

(1) Bupati be ·dasarkan permohonan Wajib 
memberika i' pengurangan, keringanan dan 
pajak. 

Pajak dapat 
pembebasar, 

(2) Tata cara pemt>erian pengurangan, keringanan dan 
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan oleh Bupati. 

BAB XI 
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN 

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN 
SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 28 

( 1) Bupati, karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak 
dapat: 
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a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau 
STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, 
kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ; 

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang 
tidal< benar ; 

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi 
berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang 
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. 

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanl<si 
administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan 
secara tertul is oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau 
Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD 
dengan memteril<an alasan yang je las. 

(3) Bupati atau f ·ejabat paling lama 3 (tiga ) bulan sejak surat 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, 
sudah harus memberik an kepu tusan. 

(4) Apabi la setelah lewat waktu 3 (t iga) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak 
rT,emberikan keputusan, permohonan pembetu lan, 
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 
pengurangan sanksi admin istrasi dianggap dikabulkan. 

BAB XII 
KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 29 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Bupati atau Pejabat atas suatu : 

a. SKPD; 
b. SKPDKB; 
C. SKPOKBT ; 
d . SKPDLB; 
e . SKPON. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus disampaikan secara tertu lis da lam bahasa Indonesia 
paling lam 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, 
SKPDl<BT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, 
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa 
jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya. 

(3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 
bela.s) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan 
:,ebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah 
memberikan keputusan. 
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·, 
(4) Apabila setel,.h lewat waktu 12 (dua belas) bulan 

sebagaimana c. imaksud pada ayat (3) Kepa la Daerah atau 
Pejabat tidak memberikan keputusan , permohonan keberatan 
dianggap dikabulkan. 

(5) Pengajuan keberatan sebaga imana dimaksud pad a ayat (1) 
tidak menunda kewajiban membayar pajak. 

Pasal 30 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Sadan 
Penyelesaian Sengketa Pajak da lam jangka waktu 3 (tiga) 
bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. 

. 
(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak menunda kewajiban membayar pajak. 

Pasal 31 

Aµabi la pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalan, 
Pasa l 29 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 30 
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran 
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan untuk pal ing lama 24 (dua puluh empat) 
bu Ian. 

BAB XIII 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 32 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat 
secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : 

a. nama dan alamat Waj ib Pajak ; 
b . masa pajak; 
c. besarnya keleb ihan pembayaran paj ak ; 
d. alasan yang jelas. 

(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu pa ling lama 12 (dua 
belas) bu lan sejak diterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran paj:- ' 
dianggap dikabulkan. dan SKPDLB harus diterbitkan da::: ... 
waktu paling lama 1 (satu) bu lan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, 
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 
dahulu utang pajak dimaksud. 
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(5) pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam 
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 
SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar 
Kelebihan Pajak (SPMKP). 

(6) Apabila pengembalian keleb ihan pembayaran pajak 
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat 
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan atas kelambatan pembayaran kelebi han pajak. 

Pasal 33 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan 
utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
(4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan 
bukti pembayaran. 

BAB XIV 
KADALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 34 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kadaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan 
tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah. 

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) tertangguh apabila: 

a. diterbitkan Surat Teguran dan surat Paksa atau ; 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib pajak baik 

langsung maupun tidak langsung. 

BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 35 

( 1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak 1nenyampaikan 
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling 
lama 1 (satu) tahun ,dan atau denda paling banyak 2 (dua) 
kali jumlah pajak yang terutang. 

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyempaikan 
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 
atau melam1_>irkan keterangan yang tidak benar sehingga 
merugikan k ,:uangan Daerah dapat dipidana dengan pidana 
penjara pali1.g lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling 
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. 
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Pasal 36 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan 
Dae rah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 
(sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya 
Masa Pajak. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasa l 37 

( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sip ii (PPNS) tertentu di Lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan penyid ikan t indak pidana di bidang 
Perpajakan Oaerah. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 
in i adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana Perpajakan Daerah tersebut ; 

c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 
atau badan sehubungan dengan t indak pidana di bidang 
Perpajakan Oaerah ; 

d. memeri ksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen­
dokumen lain, se rta me lakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti te rsebut ; 

e . melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan , dan dokumen-dokumen 
lain, serta melakukan penyitaan te rhadap bahan bukti 
tersebut ; 

f. meminta bantuan tenaga ahli da lam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan 
daerah ; 

g. menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebaga imana dimaksud pada huruf 
e · 

' 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 

Perpajakan daerah ; 

1. mernangg il orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai te rsangka atau saksi ; 
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J. mengh&ntikan penyidikan ; 

k. melakukan tindakan lain yang perl u untuk ke lancaran 
penyid ikan ti ndak pidana di bidang· Pe rpajakan Daerah 
menurut hukum yang dapat d iperta nggung jawabka n. 

(3) Penyid ik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampa ikan 
has il penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur da lam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
198 1 tentang Hukum Acara Pidana. 

f : AB XVII 
KETEN·: uAN LAIN - LAIN 

Pasal 38 

Hc:1-hal yang belum d iatu r dalam Peratu ran daerah 1n 1, sepanjang 
mengen?i pelaksanaannya diatur leb ih lanjut o leh Bupati . 

BAB XVI II 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39 

Pad a saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka : 
1. Feraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Demak Nomor 

1 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan ; 
2. PE:ratura n Daerah Kabupate n Demak Ncmor 9 Tahun 2005 

tenta ng Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat I I Demak Nomor 1 Tahun 1998 tentang Paj ak Hiburan 

ci inyatakan dicabut dan tidak berlaku . 

Pasa l 40 

Peraturan Daera h ini mu lai berlaku pada tangga l diundangkan. 

Agar setia p orang dapat mengetahuinya, 
pe.ngundangan Peraturan Oaerah in i dengan 
dalam Lemb aran Daerah Kabupaten Demak. 

JJ is et u ju i J..i lJf{D Kill.o. lJ .c;r',At, Ditetapkan di Demak 

memerintah kan 
penempatannya 

JJengan 1'\eputusan ,io . 2'! /l:U!i.i:-' . D.P1ill/ 
2006 tanggal 12 J uni 2006. 

pada tanggal 12 Juni 2006 

) I. 
A N I 

• ' f _,.,,.,- ·~--
'•::,: . ': .' •~· ~ .... ~ ; ' :· 

--~~--:-

~r-1.d.ll.1{1,1~ Li /\bHArl r-:,, jjt.J i'i\.'l'.i,;t'l JJ~ l''JA1\ ' j.' Ah U1'i 2006 [·, vi'· iv l{ '7 
0.C:.t<I B N0i'i0.:< 1 • 

/ 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK 

NOMOR 5 TAHUN 2006 

TENTANG 

PAJAK HIBURAN 

I. UMUM 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan di Oaerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber 
pendapatan Daerah agar Oaerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu 
mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping 
penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi atau bantuan dari 
bag i hasil pajak dan bukan pajak, sumber pendapatan daerah tersebut 
diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan pemerintahan dan 
pembangunan Oaerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan 
masyarakat. 

Dengan telah d itetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
te ntang Pajak Dcierah dan Retribusi Oaerah sebagairnana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Oaerah sebagai aturan 
pelaksanaannya serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di 
masyarakat , dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 tahun 1998 tentang Pajak 
Hiburan dan Peraturan Daerah Kabupaten Oemak Nomor 9 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Demak Nomor 1 tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, untuk disempurnakan 
dan disesua ikan . 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sejalan dengan tujuan 
yang hendak dicapai maka diharapkan agar Peraturan Daerah ini sejalan 
dengan sistem administrasi perpajakan nasional. 

Sesua i dengan ketentuan maka pemungutan pajak harus didasarkan 
pada Undang - Undang dan diatur dengan Peraturan Oaerah. 

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. 
Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000. maka Pajak Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah, sehingga dapat dijadikan landasan hukum bagi 
aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sekaligus sebagai upaya 
iala1n rangka Pendapatan Asli Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL . 

Pasal 1 Pasal ini memuat pengertian istilah yang 
dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. 
Dengan adanya pengertian tentang istilah 
tersebut dimaksudkan untuk mencegah 
timbulnya salah tafsir dan salah pengertian 
dalam m'emahami dan 




